PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAYU MEGHANTARA
Jabatan : Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama - HERU BUDI HARTONO
Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
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Pj. Gubernur Daerah Khusus Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
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PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Bayu Meghantara
NiP : 197205201991011001
Jabatan : Kepala Dinas
thnit Kerja : Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
- - - Triwulan
NO Sasaran NO Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja A T v Tahunan Keterangan
SASARAN STRATEGIS
1 Penyediaan Ruang Terbuka dan 1 Perseatase Ruang Terbuka e-SAKIP  |DASAR HUKUM ; 5176 5176 5.176 5.185 5,185 Persen
Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Hijau 1. UU No. 262007 tentang Penalaan Ruang
Berkualitas 2. Peraturan Gubemur Provinsi DKI Jakarta Nomor § Tahun 2022 fentang Ruang Terbuka Hifau
DEFINISI:
Ruang Terbuka Hijau adalah ruang terbuka hijau Taman, Makam, Jalur Hijau dan Hutan. Ditargetkan
dilakukan penambahan RTH setiap tahunnya seluas 6 Ha (0,009%) dari hasil pengadaan iahan dan
serah terima fasos fasum.
METODE PENGUKURAN :
Luas total ruang terbuka hijau di tahun (n) dibagi luas daratan DKI Jakarta dikali 100%. Luas daratan
DKI Jakarta 66.150 ha atau 661.5 kn2
SUMBER DATA:
Pengukuran Mandiri
2 |Peningkatan Tutupan Lahan Melalui 1 indeks Kualitas Lahan g-SAKIP  |DASAR HUKUM : N/A N/A NIA 26.75 26.75 Milai
Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang indeks Kealitas
Lingkungan Hidup
DEFINISI :
indeks Kualitas Lahan adalah Nifai yang menggambarkan kualitas [zhan dalam suatu wilayah pada
waktu tertentu berdasarkan lias tutupan lahan.
METODE PENGUKURAN :
KL = 100-[{84,3-{ITL x 100)) x 50 : 54,3]
SUMBER DATA:
‘ Pengukuran Mandiri




Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Persentase wilayah kelurahan e-SAKIP  [DASAR HUKUM: 25 25 25 27 27 Persen
Terbuka Hijau dengan infrastrsktur hijau - 1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahen
biru terintegras 2022 tentang Penyediaan dar Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
2. Peraturan Gubemur Provinsi DKI Jakarta Nomor @ Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau
DEFINIS! :
Infrastruktur hijau-biru terintegeasi adalah penyediaan sumur resapan/bioswalefkolam retensi/rain
gardenfembung pada lahan Ruang Terbuka Hijau {RTH) yang dikelola oleh Dinas Pertzmanan dan
Hutan Kota.
METODE PENGUKURAN :
Jumlah keluzahan yang memiliki infrastruktur hijau-biru dibagi jurnlah total kelurahan di 5 wilayah DKI
Jakarta {262 kelurahan) dikali 100%.
SUMBER DATA:
Pengukuran Mandiri
Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan Persentase penambahan luas e-SAKIP  |DASAR HUKUM : 73.091 73.91 7391 75.58 75.58 Persentase
dan kualitas lahan suang 1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Perianahan Nasional Nomor 14 Tahun
terbuka hijau hutan 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
2. Peraturan Gubemur Provinsi DKI Jakarta Nemor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau
DEFINESI:
Persentase luas hutan dibawah pengelclaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang telak dilakukan
pembangunan/penataan/penghijauan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas hutan. Adapun
keseluruhan luas lahan hutan yang dikelola cleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah 298,72 Ha.
METODE PENGUKURAN :
Luas pembangunan/penataan/penghijauan hutan dibagi Luas hutan yang dikelola Dinas Dinas
Pertamanan dan Hutan Kota dikali 100%
SUMBER DATA :
Pengukuran Mardis
Berkembangnya Kapasites, Profesionalitas, Persentase penyelesaian e-Monev KSD |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola NIA 100 100 100 100 Persen
dan Iklim Kerja Aparatur rencana aksi KSD Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DK Jakaria
Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan yang
Profesional Sub KSD
Peningkatan Profesionalitas
SDM Pemprov DKI Jakarta
Berkurangnya Ketimpangan Serta Persentase penyelesaian e-Monev KSD |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan NfA N/A 100 100 100 Persen

Terjaminnya Semenuhan Kebutuhan Dasar
dan Perlindungan Sosial

rencana aksi KSD
Penanggulangan Kemiskinan
Sub KSD Penghormatan,
Pelindungan, Dan Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas

Sub KSD Penghormatas, Pelindungas, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas




Meningkainya Kualitas, Aksesibilitas, dan
Kemudahan Layanan Masyarakat

Persentase penyslesaian
rencana aksi KSD
Peningkatan kualitas
infrastruktur dan layanan
dasar perkotaan Sub KSD
Penataan kawasan yang
dikoordinasikan oleh
Walikota/Bupat

e-Monev KSD

Realisasi penyelesaian dibandingkan tamyet penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas
infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh
Walikota/Bupati

N/A

N/A

100

/A

100

Persen

Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan
Kota

Persentase penyelesaian
rencana aksi KSD
Penanggulangan Banjir dan
Rob Sub XSD Cptimalisasi
Upaya Penangguiangan Banjir

e-Monev KSD

Realisast penyelesaian dibandingkan target penyelesafan rencana aksi Penanggutangan Banjir dan Rob
Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir

N/A

N/A

100

100

100

Persen

Tercapainya Pemulihan Ekosisiem Kota
dan Implementasi Pembangunan Rendah
Karhon

Persentase penyelesaian
rencana aksi KSD Perbaikan
kualitas lingkungaa hidup Sub
KSD Mitigasi dan Adaptasi
Bencana Iklim

e-Monev KSD

Realisasi penyelesaian dibandingkan farget penysiesaian rencana aksi Perbaikan kualitas lingkungan
hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim

100

100

100

100

00

Persen

10

Tercapainya Perbaikan Manajemen dan
Arsitektur Kinerja Pemerintah

Persentase penyelesaian
rercana aksi KSD
Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan yang
Profesional Sub KSD
Perwujudan Akuntabilitas
Kirerja Instansi Pemeriniah
(AKIP)

e-Monev KSD

Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabifias Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

100

100

100

00

100

Persen

1"

Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan
Mabilitas Melalui Pengembangan Kota
Berorientasi Transit

Persentase penyelesaian
rencana aksi KSD
Peningkatan kualitas
infrastruktur gan layanan
dasar perkotazn Sub KSD
Pengembangan Transit
Criented Development (TQD)

e-Monev KSD

Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas
infrastrukiur dan layanan dasar parkotaan Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development
{TOD}

NIA

N/A

100

100

106

Persen

Persentase penyelesaian
rencana aksi KSD
Peningkatan kualitas
infrastrukiur dan layanan
dasar perkotaan Sub KSD
Penyediaan Jalan dan

Infrastuktur Pelengkapnya

e-Monev KSD

Realisasi peayelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas
infrastruktur dar layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan infrastuktur Pelengkapnya

N/A

100

100

100

100

Persen




SASARAN KHUSUS

Jakara

12 |Terselenggaranya pendataan dan Persentase penyalesaian e-Kinetfjiz  Jumlah data pengadazn dan inventarisasi tanah berbasis APBD periode 2017-2022 dibagi jumlah target |  N/A 15% 30% 100% 100% Persentase
inventarisas! tanah bidang pembangunan di penginputan data pengadaan pendataan tanah dikali 100%
dalam sistem informasé Jakarta Satu dan inventarisasi tanah bidang
pembangunan pada sistem Target
informasi Jakarta Satu sesuai DPRKP : 52 Bidang Tanah
standar DSDA : 1282 Bidang Tanah
DBM ; 703 Bidang Tanah
Distamhut : 565 Bidang Tanah
13 |Meningkatnya Pemanfaatan E-Perchasing Persentase Pemanfaatan E- e-Kinerfa  |Formula Pengukuran ; 100% 100% 100% 100% 100% Persentase
dalam Pengadaan Barang dan Jasa Order Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat,
jamuzzn dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.}
Sumber Data :
Sistern Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
14 |Terwujudnya iata kelota pemerintahan dan Opini laporan Keuangan e-Kinerja  |Defenisi: NA | (BYWTE [ Nia NIA (3)wWTP Predikat
keuangan Daerah yang transparan dan Pemyataan profesional baden pemeriksa keuangan Rl mengenai tingkat kewajaran informasi yang
akuntabel disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DK Jakarta sesuai dengan standar akuntansi
pemerintatian, keandalan sistem pengendalian infernal, kepatuhan ferhadap perundangan dan
kecukupan pengungkapan {konversi nilai opini pemeriksaan LK
Formula Pengukuran :
WTP=3{100%), WDP=2(75%]), TW=1{50%), TMP=0{25%))
15 [Terimplementasinya rencana strategis Perseniase implementasi e-Kinerja  |a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi progeam unggulan atau program umum Perangkat 100% 100% 100% 100% 100% Persentase
komunikasi publik untuk program-program rencana strategé komunikasi Daerah.
umum dan unggulan Perangkat Daerah publik program unggulan atau b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi.
program umum serta respon ¢) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam
perangkat daerah pada saat kurun wakfu <6 jam.
krisis komunikasi program. d} Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau meadia massa
atau media sosfal atau aktivasi luar ruang.
Penghitungan:
&) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program unum per
triwulan.
b} Bobot 20%: PO menyusun materi ediarial plan sesuai strategi komunikas per {riwulan.
©) Bobot 30%: PD menyusun materi miigas krisis per ériwulan, dan bahan komunikasi pada saat keisls
(dlraft press refease dan data pendukung) dalam kurus waktu <6 jam.
d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editoria plan, min. 15 maleri per
triwuian) melalui media intemal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per
{riwulan.
16 |Terwujudnya tata kelola pemerintehan yang Predikat SAKIP Perangkat e-Kinerja | Nilai/Predikat diparoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektoral (nilaiz]  NfA NIA NiA A A Predikat
Iransparan dan akuntabel Provinsi DKi Daerah Tahun 2023 82) {82) {82)
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Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada
Perangkat Dagrah

Persentase Arsip Aktif dalam
Daftar Arsip Aktif

e-Kinerja

Definisi : Terselesaikanya Pembuatan Daftar Berkas dan Dattar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah
{UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK).

Pengalahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon
Il.

Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Esselon ii/Setara,

Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab
mengalah semua arsip yarg berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
Unit Pengolah : Biro/Bagiar/Bidang/inspektur Pembantu/Suku Badar/Suky Dinag (Kecuali Seluruh UPT)

Unit Kearsipan adalah satuan kesja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tangguny jawak
dalam genyelenggaraan kearsipan.

Unit Kearsipan {UK) Tingkat I sebagai besdkut : Inspekéur,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong
Praja,Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,Biro Umumn

Dasar Hukum:

1. Pemenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.
2. Peraturan Kepala ANRI Namor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan

3. Peraturan Gubermur Namor 79 Tahun 2016 fentang Pengelolaan Arsip

Dinamis

Pengukuran:

Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan {UK) |l di bagi jumlah
unit Pengelola (UP) pada Organigasi

Perangkat Daerah (OPD) di kali 100%

- Laporan PD (UK) ditaporkan ke masing-masing Asisten sesuat dengan urusanya dan ditembuskan ke
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta,

- Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro
Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintzhan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

- Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuaf urusan,

Waktu Penilaian:

TWIE :NA

TWII : Pembuatan Daftar Berkas das: Daftar lsi Serkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Jur,
TWIIl : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember,

TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari .6 Desember.

N/A

100%

100%

100%

100%

Persentase
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Terwujudkannya tata kelela SDI yang baik
melalui pemenuhan dattar data daerah

Perseniase progress
pengumpuian data sesuai
daftar data dan batas wakis
pengumaulan yang ditetapkan
dengan Keputusan Gubemur

e-Kinerja

Definisi ;

Hasil pengumpuian datz sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakali dan ditetapkan dengan
Keputusar Gubernur,

Dala dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang dientukan,

Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubemur tentang Daftar Data Daerait

Dasar Hukum :

Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus [bukota
Jakarta Tahun 2023

Formula Pengukuran :

[{(Jumiah data terkumpul ke walidata) / {Jumiah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu
pengumpulan pada TW fersebut)] x 100%

Batas waktu pengumputan adalah tanggal § bulan berikutnya dari jadwal silis

Sumber Data : Daftar Data Daerah {Portal Data)

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase

13

Terkelolanya Keuangan Daerah yang
Sehat, Transparan, dan Akuntabel

Persentase (nventarisasi BMD
berupa Gedung dan
Bangunan pada Pengguna
Barang danfatau Kuasa
Pengguna Barang Tahun
2023 di masing-masing
PD/UKFD

e-Kinerja

Definisi:
Capatan Hasil Inventarisasi Barang Millk Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung
dan Bangunan.

Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil [nventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada datam
Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selzku
Sekretaris Tim Pengendali.

BMD yang selesai diinventarisasi adalah :

1. BMD tidak ada berupa non fisik.

2. BMD tidak ada berupa fisik,

3. BMD ada, bagian dari aset induk.

4. BMD ada, sudah melengkagpi data dan informasi, menempelkan labe! dan scan QR Code.

Penghitungan:
1. Persiapan 10%
a. Babot 5%: PDIUKPD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim laventarisasi
b. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Jadwat Inventarisast
2. Pelaksanaan 75%
a. Bobot 75%: PD/UKPD menyelesaikan Pelaksanaan inventarisasi
3. Pelaporan 15%
a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi {LHI)
b. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Berita Acara Hasi Inventarisasi (BAHI)
¢. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTIM)

N/A

10%

55%

100%

100%

Peresentase
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Peningkatan panggunaan produk dafam
negeri

Persentase realisasi belanja
barangfjasa bersertifikat
TKDN, produk dalam neger,
danfatau produk usaha mikro
kecil dan koperasi dari hasil
produksi dalam negeri

e-Kinerja

Definisi :

1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jaca termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang
diproduksi atau dikeriakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan
dergan pemyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare)

2. Seriifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan
kandungan dalam negerf pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.

Formula Pengukuran :

Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja moda (kecuali tanah) bersextifikat TKDN danfatau
produk dalam negeri, divtamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan
realisasi belanfa (SPJ) barang/fasa dan belanja modal (kecuali tanah).

Sumber Data :
1. Sistem Informesi Pemerintah Dagrah {SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri
2. Sistern Informasi Pemerintah Daerah {SIPD) DKI Jakaria - BPKD

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomar 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri

2. Inpres Namar 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan
Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasianal
Bangga Buatan Indonesia Pada Pefaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

N/A

NIA

N/A

80%

80%

Presentase

bl

Terimplementasinya Pengembangan
Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DK
Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun

Parsentase Implementasi
Pengembangan Kompetensi
ASN Pemerintat Provinsi DKI
Jakarta 20 Jam Pelajaran
pertahun

e-Kinerja

DASAR HUKUM ;

1. Peraturan Pemerintzh Nomor 1 Tahun 2017 tentarg Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203
Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
paling sediit 20 (dua puluh) jam pelejaran dalam 1 {satw) tahun,

DEFINISI :

Terselesaikanya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS
Pemerinfah Provinsi DK Jakaria melalui Simdikiat BPSDM.Jakarta.go.id

Realisasi Target berupa Laporan Dafiar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yarg mengikuti
Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakaria.

Formula Pengukuran :
[(Jumiah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat} / {Jumiah data yang wajib terkumpu! sesuai batas
waktu pengumpulan pada Mirggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwutzn 4)} x 100%

Sumber Data : Simdiklat BPSDM

N/A

NIA

NIA

100%

100%

Persentase




22

Meniagkatnya Manajemen Pengetahuan

Persentase penyelesaian
tahapan manajemen
pengetahuan

e-Kinerja

DASAR HUKUM :
. Peraturan Gubernur Provinsi OK| Jakarla Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.

DEFINISI:
Terselesatkanya Penyelesalan Tahapan manajemen pengetahazan untuk seluruh SKPD Pemerintah
Provinsi DK| Jakarta melalui hitps:/fkm-bpsdm jakarta.go.id

METODE PENGUKURAN :

Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tufisan {waijib terkumpul sesuai hatas
wakl pengumpular pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama
tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).

SUMBER DATA;
hitps:#/km-bpsdm.jakara.go.id

NIA

NfA

50%

50%

t00%

Persentase
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Implementasi Penerapan Manajemen Risiko

Persentase Implementasi
Penerapan Manajemen Risiko

e-Kinerja

Dasar Hukam:

1. Peraturan Gubernur Nomer 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risike pada Pemerintat
Provinsi DKI Jakarta

2. Keputusan Gubemur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemesintah
Provinsi DK Jakarta

Definisi Operasional:

Penerapan Manajemen Risike diwujudkan melalui psmbentukan struktur Manajemen Risikg, Unit
Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melaiui Sistem Informasi
Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai),

1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala
Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko {UPR) yang terdii dari;

a) Pemilik Risike;

b) Keordinator Risiko; dan

€) Manajer Risiko.

2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah sati unit ketja di bawah Pemilik Risiko/Kepala
Perangkat Daergh (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suaty Keputusan Kepala
Perangkat Daerah

3. Proses Manajemen Risto diiakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana
Strateyis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 {fima) tahapan:

NIA

4%

80%

100%

10C%

Persentase




a) Komunikasi dan konsultasi;

b} Penetapan konteks;

¢) Penilaian Risiko {Idenlifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);

d) Penanganan Risiko; dan

€} Pemantauan.
Masing-masing Tahapan dituangkai: dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen
Risiko, Formufir profil dan peta Risike, dan Formulir penanganan Risiko.

Formula Pengukuran :
{{Jumlah dokumen yang terverifikas oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpyl sesuai
batas wakiu pengumpulan pada Triwulan 4)} x 100%

Qutput Sasaran :

1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Fembentukan Unit Pemilik Risiko {UPR);
2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan internal;

3. Dokuman Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko;

4. Dokumen Formulir profi dan peta Risiko;

5. Dokumen Formadiz penanganan Risiko.

Metode Pengukuran :
Tersajinya dekumen-dokumen mplementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh
[nspektorat :

Triwulan i :
1. Dokumen Kepuiusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko {UPR);
2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penatapan Unit Kepatuhan Intemnal
Triwalan [l :
1. Dokumen Formulir Penetapan kenteks Manajemen Risiko:
2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko
Triwulan IV ;
1. Dokurnen Formulir penanganan Risiko

Sumber Data: Hasit Verifikasi Inspekiorat




24 |Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Presentase Nilai Kinerja e-Kinerja  |Dasar Hukum : N/A N/A N/A 1% 1% Persen
Aspek Implementasi Anggaran atas aspek Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Implementasi Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan
diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan
evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.”
Definisi Operasional :
Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.
1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran.
2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang
dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka
pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun
Anggaran,
Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai
berikut :
1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:
- diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target
indikator Keluaran (Output) Kegiatan.
Sumber Data : e- SAKIP
2. Penyerapan Anggaran:
- diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.
Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id
SASARAN OPERASIONAL
25  |Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Persentase capaian e-Kinerja  |Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk 100% | 100% | 100% 100% 100% Persentase
Gubernur penyelesaian Tindak Lanjut arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%
Arahan Gubemur
26 |Meningkatnya penyelesaian pengaduan Persentase capaian CRM Jumiah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persen
masyarakat penyelesaian pengaduan
masyarakat
27 |Meningkatnya kualitas layanan kepada Survei Kepuasan Masyarakat Jaksurvei  |Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 Indeks
masyarakat
28 |Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi Persentase progress e-Kinerja  |(80% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seferusnya yang telah diselesaikan oleh 25% 25% 25% 25% 100% Persentase
temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum
rekomendasi temuan hasil ditindaklanjuti dari LHP BPK Rl tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)
pemeriksaan eksternal (BPK)
Jakarta, 2023
Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Jakarta, Provinsi DKI Jakarta,
‘/’/k o

Heru Budi Hartono

Bayu Meghantara
NIP 197205201991011001




